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MENTER,I NEGARA
PERENCANAAN PEM BANGUNAN NASIONAU

KEPAI.A BAPPf,NAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG

PEDOMAN PET.IYI.JSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN,
DAN PEI\MJSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MINTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a,

b.

c.

bahwa untuk menunjang keberhasilan Wrencanaan program
pembangwan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan
program pembangurvn diperlukan kegiatan koordinasi

Wrencanaan pentbangwan, pemantauan pelaksanazn

proSram pembangunan, dan penyusunall database

pembangunan;

bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka
penyiapan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, baik
rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah

maupun tahunan, mengikuti dan menindaklanjuti
perkembangan pelaksanaan proSram pembangunan, rerta
menganalisis dan menyiapkan alternatif/ rekomendasi

kebijakan;

bahwa agat kegiatan-kegiatan xbagaimana tercebut pada

huruf b dapat beqalan dengan lancat secara efektif dan efisien

perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya

Kegiatan..

NOMOR : KEP. 225 /M.PPN/ 12/ 2OO4



Mengingat

Menetapkan

Kegiatan-kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan,

Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan
Penyusunan Database Pembangunan di lingkungan Kantor
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001, tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaintana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2OO4;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO1 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Ke4a kmbaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
9Tahun2004;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahw 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 72 Tahun 2OO4;

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentang Pedoman

P elaksanaan P engadaan B ar ang fi asa Pemeri ntah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2OO4 tenlang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6. Keputusan Menteri Negara Percncanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor: KEP. 050/M.PPN/03 / 2OOZ tentang Organisasi dan

Tata kerla Kantor Menteri Negara Perenca naan Pembangunan
Nasional / B adan P er enc anaan P emb angttnan Nasional ;

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, DAN PEI\M]SUNAN

DATABASE PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR

KEMENTERIAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN
NASIONAL,/BAPPENAS.

PERTAMA:...
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PERTAMA

KEDUA

KITIGA

KXEMPAT

KILIMA

K-EENAM

KITUJUH

Pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan,
pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan
database pembangunan dikerjakan secara swakelola dan tidak
diperkenankan untuk dikontrakkan seluruhnya.

Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi
perelncanaan pembangvfian, monitoring pelaksanaan progtam
Wmbang:;:nary dan penyusunan database pembangunan terdiri
atasi
a. Biaya personil (Penanggungjawab KeSiatan, Tim Pelaksana/Tim

Teknis, dan Sekretariat/Tim Pendukung, sefta Nara Sumber bila
diperlukan).

b. Biaya material dan aktivitas pendukung (seperti ATK, bahan
komputer).

c. Biaya peialanan (sesuai kebutuhan dan ketentuan yang
berlaku).

d. Biaya lain-lain seperti kegiatan konsinyasi/sem inar /lokakarya,
penggandaan dan pncetakan laporan.

Pengelola kegiatan yang dalam hal ini PenanggungSawab Kegiatan
bilamana diperlukan dapat bersifat kolektif dalam bentuk Tim
Pengarah.

Pengelola kegiatan yang dalam hal ini Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana/Tim Teknis bilamana diperlukan dapat dibentuk Wakil
Ketua dan Sekretaris.

Besaran honorarium Penanggungiawab Kegiatan, Tim Pengarah,
Tim Pelaksana/Tim Teknis, dan Sekr€tariat/Tim Pendukung
menSacu pada, safi,.a.n harga yang ditetapkan Menteri Negara
PPN/Kepala Bappenas sebagaimana dimuat dalam lampiran
keputusan ini.

Pedoman penyusunan anggaran biaya kegiatan koordinasi

Wtencanaan pembangunan, pemantauan pelaksanaan program
pembangunan, dan penyusunan database pembangunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan
satu kesatuan dan bag1an yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pedoman ini merupakan aatan yang digunakan dan hanya berlaku
untuk kegialar. koordinasi perencanaan pembangunan,
pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan
database pembangwan di lingkungan Kementerian Negara
PPN/Bappenas.

KEDELAPAN.
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KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakafta
Padatanggal 31. Desember 20O4

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
(EPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,.-er;L_

c{J*<

DR. MULYANI INDRAWATI

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Utama Bappenas;
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
3. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
4. Pemimpin Proyek di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas.



LA"MPIRAN I.
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA
BAPPENAS
NOMOR KEP. 225 /M.PPN/72/20O4
TANGGAL 31 Desember 2OO4

PEDOMAN PEI\TYUSUNAN ANCGARAN BIAYA
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN,

DAN PEIIYIJSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

STRUKTUR DAN BIAYA PERSONIL

Untut melalsanakan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemlnt^uan

Pelaksanaan ProSram PembanSunan, dan Penyusunan Database Pembangunan

ditetapkan Penanggungiawab kegiatan atau Tim yang terdiri dari:

I. PenanSSunSjawab

PenanSSunS jawab kegiatan adalah Menteri NeSara PPN/Kepala Bapqnas al^u

seorang pejabat eselon I yan8 ditetapkan oleh Menteri NeSara PPN Kepala Bappenas

untuk bertangSung jawab dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

Satuan : OranS Bulan.

Iama Penugasan : Malsimal TZbrulan.

Hzrga : Penetapan honorarium mengacu kepada Iampiran II

Keputusan ini.

2. Tim Pengarah

Tim Pengarah adalah Tim yang ditugaskan memberikan atahan ata.u kebijakan

yang perlu dilakukan sepanjang pelals anaan kegiatan.

Ketua/Wakil Ketua Tim

Ketua Tim Pengarah adzlah Pejabat Eselon I yanS ditunjuk oleh Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan keSiatan sesuai dengan bidangnya.

Satuan : Oran8 Bulan.

Lama Penugasan : Maksimal 72 bula'n.

Harg:a : Penetapan honorarium menSacu kepada lampiran II
Keputusan ini.
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Anggota Tim

Ketua Tim Pengarah dibanh oleh sejumlah anggota Tim PenSarah yang berasal dari

unit kerja di lingkungan Bappenas. Bilamana diperlukan dapat juga berasal dari

instansi di luar Bappenas.

Kualifikasi : Anggota Tim terdiri dari Pejabat Eselon I.

Sahran : OranS Bulan.

Lama Penugasan : Maksimal l2bulan.

Ha!8Ja : Penetapan honorarium mengacu lampiran II Keputusan ini.

3. Tim Pelaksana/Teknis

Tim Teknis merupakan Tim yang secara teknis operaJional melaksanakan kegiatan.

Ke ng3otaan yang berasal dari unit kerja di lingkungan Bappenas. Bilamana

diperlukan dapat juga berasal dari instansi di luar Bappenas.

Ketua/wakil Ketua Tim

Kualifiksasi : Ketua Tim Teknis adalah Pejabat Eselon II yang dihrgaskan

oleh Pejabat Eselon I dalam pelaksanaan teknis kegiatan

seswd denSan bidang tugas dan keahlian sebagaimana

dipersyaratkan dalam kerangka acuan keda.

Satuan : Orang bulan.

Lama PenuSaJan : Maksimal 12 bulan.

tlar9a : Penetapan honorarium mengacu kepada Lampiran II

Keputusan ini.

AnSSota Tim

Ketua Tim Pelaksana/Teknis dibantu oleh sejumlah anggota Tim yang berasal dari
unit keda di lingkungan BappenaJ. Bilamana diperlukan dapat juga yang berasal

dari instansi di luar Bappenas.

Kualifikasi : AnSgota Tim Teknis terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat

[ungsional Perencana atau Staf Per€ncana dengan kualifikasi
sesuai dengan yan6 dipersyaratkan menurut kerangka acuan

ke{a.

Satuan : Orang bulan.

lama PenuSasan : Maksimal l?bdan.

HarZ : Penetapan honorarium mengacu kepada tampiran tl
Keputusan ini.



-3

4. Sekretariat

Dalam pelaksanam kegiatan, dapat dibentuk sebuah Sekr€tariat yang

keanSSolaannya berasal dari unit kerja bersangkutan.

5. Nara Sumber

Penanggung j^wab 
^tau 

Tim dapat mengundang/drbantu nara sumbr yang
kompeten dalam bidang yang berkaitan erat dengan fokus kegiatan yang dilakukan.

Volume : Jumlah nara sumber yang diperlukan ditentukan menurut
keperluan sebagaimana dipersya ratkan dalam kerangka acuan
kerja, dengan ketentuan tidak lebih dari SO% dari jumlah
anggota Tim Teknis.

Kualifikasi : Nara sumber dapat lrrJtasal dari instansi pemerintah dengan
kualifikasi setingkat eselon t, U, III dan IV serta
pakx/p.mbicara khusus, dan praktisi dari lembaga
s\.yaJtallembaga sw aday a masy arakal.

Volume

Kualifikasi

Satuan

Lama Penugasan

HarBa

Sahlan

lama Penugasan

HarBa

Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang tenaga pendukung.

Pendidikan Sadana/Sl atau bulsn Sarjana untuk membanhr
pekerjaan telnis-administrafi f.

Orang Bulan.

Maksimal lzbuluin.

Penetapan honorarium mengacu kepada lampiran II
Keputusan ini.

: Orang perjam.

: Iama kerja nara sumber adalah dihitung menurut jumlah
pertemuan, y^itu antaru 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali
sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dasar penghitungan
p€temuan ini adalah mengacu kepada kebutuhan efektif yang
diperlukan Tim dalam penyelesaian suatu kegiatan.

: Pene@an harga didasarkan kepada Harga Satuan Umum
yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

: Bulan.

: Penetapan satuan tertinggi mengacukepadzharga pasar.

BTAYA MATERIAL DAN AKTIVITAS PENDUKUNG

a. Alat Tulis Kantor (ATK)

Volume : Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi

kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan.

Satuan

l1^rBa



b. Bahan Komputer

Volume

Satuan

Har&a

PERJALANAN

a. Tiket

Volume

Satuan

Hary

b. Lumpsum

Volume

Satuan

lTarBa

4

: Kebuftrhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan

substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelalcanaan

kegiatan.

: Bulan.

: Penetapan safiran tertinggi mengaclo keplda harga q,(,ar.

: Pedalanan dapat disediakan bagi penanggungjawab, Tim
Pengarah, Tim Teknis, dan Nara Sumber, sesuai dengan
kebuhrhan sebagaimana dimuat dalam kerangka acuan ke1a
(roR).

Orang/prlalanan.

Penetapan Mtuan tertinggi harga tiket mengacu kepada Harga
Satuan Umum yang berlaku, yang diterbitkan oleh
Departemen Keuangan.

: Lumpsum yang dapat disediakan drperuntukan bagi naru
sumber, yang terlibat d^lam kegiatan swakelola per kali
pertemwrn. Jumlah tumpsum disesuaikan dengan jadwal
pertemuan yang sudah ditentukan dengan jumlah hari
selama-lamanya 3 (fige) hari.

; Orang per hari.

: Penetaput lumpsum mengacu kepada Harga Safuan Umum
Yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

BIAYA LAIN.LAIN

Komponen lain yang memerlukan pembiayaan dalam rungka menunjang kegiatan
disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu antaru lain:.

a. Pengadaan referensi/ data

Volume : Kebutuhan Wng;anaan referensi,/data disesuaikan dengan

substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan

kegiatan.

Satuan : Pak€t.



Penetapan satuan tertinggi mengacu kepadaharga }:, l,arHarBa

b. Ibnsinyasi/sem ina lokakarya

Volume

Satuan

tlarga

Pencetakan IaporanC

Kegiatan pertemuan yang melibatkan Penanggunglawab, Tim
Pengarah, Tim Teknis, Sekretariat, dan pihak lain baik dalam
benhrk konsinyasi atau seminar atau lokakarya disesuaikan
dengan kebutuhan. Jumlah ketiga jenis pertemuan secara
keseluruhan adalah antzra 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)

kali sepanjang pelakanaan kegiatan. Seminar harus dilakukan
sekurang-kurangnya 1 (sahr) kali di Bappenas. Komponen
kebutuhan kegiatan konsinyasi/seminar /lokakary^ ant a lain
konsumsi, akomodasi, dan ruang sidang.

Kegiat4n.

Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebuhrhan
pelaksanaan kegiatan konsinyasi/ seminar,/lokakarya
menSacu kepada harga pasar-

: Jumlah kebuhrhan pencetakan laporan disesuaikan dengan
banyaknya laporan kegiatan, yang dihasilkan pada setiap kali
pertemuan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali dan 1 (satu)
laporan akhir kegiatan.

: Eksemplar.

: Penetapan satuan tertinggi mengzrcu kepada Harga Satuan
Umum Yang berlaku, yang diterbitkan oleh Departemen
Keuangan.

Volume

Satuan

Harga

MENTERI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

#"IALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

(1" DL{.rc

DR. SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMoR : KEP225IM.PPN/12/ZOO4
TANGGAL : 31 DESEMBER2OO4

ACUAN BIAYA PERSONIL
PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

MONMORJNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, DAN
PE}IY'IJSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MENTERJ NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,7rr

cue

NO URAIAN SATUAN HARGA'ITRTINGGI
(RUPIAH)

1

2

4

PENANGGGUNG JAWAB

TIM PENGARAH

a. Ketualwakil Ketua
b. Sekretaris

c. Anggota

TIM PELAKSANA/TEKNIS

a. Ketua /Wal<l Kefila.

b. Sekretaris

c. AngSota

SEKRETARIAT/ PENDUKUNG

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

s00,000

500,000
450,000
400,000

350,00o

32s,000
300,o00

200,000

DR. SRI MULYANI INDRAWATI
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MEM OR AND UM
Nomor: Qft tB.O2tO1t2OOs

Sdr. Kepala Biro perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
Konsep SK Menteri Negara ppN/Kepala Bappenas
l{ Januari 2oos

Bersama dengan ini disampaikan Keputusan Menteri Negara ppN/KepalaBappenas Nomor KEp.225 tM.ppNt1,2n,4,"n,"nn ,"Oornrn penyusunan Anggaran BiayaKegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan peraksanaan erogr"r;Pembangunan' dan penyusunan Data Base eero"ngrn"n da Lingkungan KementrianPPN/Bappenas.

Dapat disampaikan bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud di atas baru kamiterima kembari pada hari senin, 10 Januari 2005. w-amun oemit<ian, sesuai dengan draft

f;:. "rr,r. 
ajukan, Keputusan dimaksud diberi nomor dan tanggat butan Desember

Kiranya Keputusan dimaksud dapat disebarluaskan kepada semua pihak yangterkait. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepada Yth.

Dari

Perihal

Tanggal

$


